BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebelum merdeka adalah wilayah dan bangsa terjajah.
Setelah adanya kemerdekaan lalu di dirikan Negara pada 18 Agustus 1945
terciptalah pemerintahan baru dan masyarakat Indonesia yang baru merdeka,
terbebas dari penjajahan. Suasana itu terus berubah, seiring dengan perjuangan
pengusir penjajah Belanda yang bersama tentara sekutu untuk merebut
kembali Indonesia dari tangan Jepang yang sudah kalah. Pemerintahan bangsa
Indonesia bersama seluruh rakyat memasuki era perjuangan mempertahankan
kemerdekaan yang baru. Berbagai peristiwa peperangan terjadi, hingga ibu
kota Negara beserta pemerintahannya terpaksa hijrah dari Jakarta ke
Jogjakarta. Belanda mengebomi Negara dan merebut Jogja serta melawan
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pemerintahan darurat
Republik Indonesia pun dilaksanakan di Sumatera Barat oleh Mr. sjafruddin
Prawira Negara setelah di beri amanat oleh presiden Republik Indonesia.

Perang kemerdekaan baru berakhir dengan diadakannya KMB
(Konfrensi Meja Bundar) di Den Haaq, yang menghasilkan pemerintahan baru
yang disebut RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949.

Perjuangan bangsa terus berlanjut, hingga akhirnya kembali menjadi
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) setelah DPR RIS menyetujui
dengan merubah konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 sebagai

landasan konstitusi RI pada 17 Agustus 1950. Sejak itu



pemerintahan RI memakai UUDS 1950, dengan sistem parlementer atau
Perdana Menteri. Pada era inilah Indonesia berhasil melaksanakan pemilu
pertama pada 1955 dan terbentuklah parlemen atau badan legeslatif yang
bertujuan untuk membuat UUD yang tetap bagi Negara Republik
Indonesia. Namun dalam perjalanannya Dewan ini mengalami kendala
sehingga tidak berhasil mengesahkan UUD yang di cita-cita kan itu
Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden
yang isinya pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan
berlakunya kembali UUD 1945 berita Negara 1959 no 69 berintikan
penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi
UUDS 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS.

Pada masa ini pemerintahan menganut sistem’ presidensial, sesuai
ketentuan UUD 1945, dan Presiden Soekarno sekaligus sebagai Kepala
Pemerintahan. Wakil Presiden Moh. Hatta sejak 1957 telah mengundurkan
diri, sehinggga di era pasca Dekrit Presiden itu, tidak ada Wakil Presiden.
Selain lembaga MPRS, DPAS, juga di bentuk DPR GR (gotong royong)
oleh presiden.

Presiden Soekarno tampak sangat berkuasa di era ini, bahkan
MPRS menetapkan, mengangkat Presiden Soekamo sebagai presiden RI
seumur hidup. Presiden adalah pemimpin besar revolusi, penyambung
tidaknya rakyat seluruh rakyat Indonesia, terus menggelorakan “bahwa

revolusi belum selesai”.



BerBagai peristiwa pemberontakan di daerah dan perang terus
terjadi, sehingga Negara tidak punya kesempatan untuk membangun agar
rakyatnya terpenuhi kesejahteraannya yang terjadi justru sebaliknya, meski
MPRS waktu itu juga telah membuat program pembangunan nasional
secara berencana 7 tahun, tak bisa di jalankan sama sekali.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 partai komunis Indonesia
(G30S/PKI) menandai pergantian orde dari orde lama ke orde baru. Pada
tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani
sebuah surat yang memerintahkan pada Jendral Soeharto untuk mengambil
segala tindakan untuk keselamatan Negara dan melindungi Soekarno
sebagai Presiden dan keluarganya. Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada
Soeharto secara penuh.

Orde baru dikukuhkan dalam sidang MPRS yang berlangsung pada
Juni - Juli 1966. Diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah
mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh
dan berkembang di Indonesia. Di masa kekuasaan orde baru Pancasila
selalu dijadikan label pada kegiatan kebijakannya. Demikianlah dengan
pembubuhan kata Pancasila pada “Demokrasi” muncullah apa yang di
namakan Demokrasi Pancasila.! Rezim orde baru selama 32 tahun telah
melakukan tindakan-tindakan yang berusaha melaksanakan Pancasila dan

dengan melaksanakan Repelita (pembangunan lima tahunan).

! http :// pkn news.blogspot.com/2007/07/liku-liku sejarah perjalanan pancasila. Html diakses 5
Januari 2009



Pada pelita ke II, diadakan pembaharuan dalam sistem
pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah dan pada Pelita [II diundangkan UU No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa untuk mempercepat tujuan pembangunan
nasional. Dengan di berlakukannya UU. No. 5 tahun 1974 dan UU. No. 5
tahun 1979, akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan
bangsa Indonesia, dalam berbagai segi kehidupan. Karena UU adalah salah
satu bagian dari sistem budaya, dan jika sistem budaya berubah tentu akan
berpengaruh pada perubahan sistem lainnya, misalnya sistem sosial
(kemasyarakatan), sistem politik, sistem kepribadian dan tingkah laku
warga Negara / bangsa Indonesia.

Tentu tidak semua yang dikerjakan oleh pemerintah Orde Baru
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Ternyata terjadi penyimpangan di banyak segi, sehingga
memunculkan pendapat dan perasaan tidak nyaman pada sebagian
masyarakat. Bangsa Indonesia lebih diperparah lagi dengan terjadinya
krisis moneter yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa krisis
di segi politik dan yang lainnya juga, akhirnya Orde Baru di Bulan Mei
1998 tumbang. Lengsernya pemimpin Orde Baru di gantikan dengan
sistem demokrasi yang di kenal sebagai Era Reformasi, yang berusaha
melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan
UU, sekaligus penegakan hukum. Dengan kebijakan cepat yang

dilaksanakan dengan Presiden B.J Habibie di awal era reformasi, untuk



meredam gejolak di daerah-daerah di Indonesia antara lain
diundangkannya UU. No 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU. No 5
Tahun 1979, yang kemudian populer sebagai UU Otonomi Daerah
(Otoda). Keistimewaan UU ini antara lain memberikan kewenangan
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. UU ini disambut masyarakat
dengan gembira dan harapan besar tentu saja membawa perubahan nyata
dalam kehidupan masyarakat di desa.”

Namun harapan besar masyarakat untuk segera menikmati
kesejahteraan dan keadilan, ternyata memunculkan kecaman karena
adanya pimpinan daerah dan wakil-wakil rakyat yang tidak sejalan dengan
harapan tersebut, karena penyelenggaraan dalam pengelolaan keuangan di
daerah sehingga banyak Kepada dan anggota DPRD di Indonesia yang
kemudian harus masuk sel/penjara karena korupsi.

UU. No 22 tahun 1999 ini di hapus Presiden Megawati Soekarno
Putri di perbaharui menjadi UU. No 32 Tahun 2004 dan berlaku hingga

sekarang.

Tentu saja dengan perubahan yang terjadi pada UU akan membawa
serta perubahan pada segi-segi kehidupan yang lain, termasuk bagi
pemerintahan desa dan masyarakatnya. Tertarik untuk mengetahui
kebenaran pendapat diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan
topik Perubahan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Sumurgung
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Di Era Reformasi, sebagai salah satu

tugas akhir yang berupa skripsi ini.

? (2007, situs web konfigurasi politik pada era lama dan era orde baru: suatu talaah dalam partai
politik — yed imran diakses 12 Januari 2009.



. Fokus Masalah

Dari latar belakang yang di paparkan diatas, peneliti akan
membatasi penelitian ini dengan dua fokus yaitu :

1. Apakah pemerintah Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten

Tuban telah melaksanakan aturan yang tercantum dalam Undang-

undang Otonomi Daerah yang berlaku ?

o

Apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Desa

Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban di era reformasi ?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemerintah Desa Sumurgung Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban telah melaksanakan aturan yang tercantum dalam
Undang-Undang tentang Otonomi Daerah.

2. Untuk Mengidentifikasikan adanya perubahan sosial budaya yang
terjadi di masyarakat Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten

Tuban di era reformasi ini.

. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis
Sebagai kontribusi pemikiran bagi Fakultas Dakwah I[AIN Sunan
Ampel Surabaya khususnya Program Studi Sosiologi.

2. Bagi Masyarakat Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten

Tuban.



Sebagai evaluasi terhadap perubahan sosial dan budaya yang bisa di
manfaatkan untuk masa depan.

3. Bagi Peneliti
Menerapkan teori dalam praktek, untuk menghasilkan karya tulis

berupa skripsi ini.

E. Definisi Konsep
Skripsi ini berjudul Perubahan Sosial Budaya Masyarakat di Desa

Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban di Era Reformasi di

dasarkan pada konsep tentang :

1. Masyarakat desa sebagai suatu sistem sosial

Dalam suatu desa akan ada komponen-komponennya atau
struktur-struktur sosialnya yaitu seperti norma, nilai dan tingkah laku.
Norma dan nilai memengaruhi tingkah laku. Secara umum, apabila
suatu nilai dan norma dalam suatu masyarakat berubah perubahan ini
akan memengaruhi tingkah laku masyarakat tersebut.

2. Terjadinya perubahan dalam subsistem budaya akan membawa
perubahan pada subsistem lainnya (sosial kepribadian dan tingkah
laku).

3. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu system sosial yang swasembada melebihi,
masa hidup individu normal dan merekrut anggota secara reproduksi

biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.



Menurut Marian Lexy ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar
suatu kelompok dapat disebut masyarakat yaitu :
a. Kemampuan bertahan melebihi masa hidup seseorang.
b. Rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi.
c. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama.
d. Adanya system uiama yang bersifat swasembada.

Menurut JP. Gillin mengatakan masyarakat adalah sekelompok
manusia yang tersebar dan mempunyai tradisi, kebiasaan, sikap dan
perasaan persatuan yang sama.’

Dalam konteks skripsi ini yang di maksud masyarakat adalah
masyarakat yang berada di ‘Desa Sumurgung Kecamatan Tuban

Kabupaten Tuban.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini di susun sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Berisi gambaran umum meliputi latar belakang masalah, focus
masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konsep,
dan Si§lematika Pembahasan.
BAB I : Kerangka Teontik
Bab ini berisi (a). hajian pustaka tentang masyarakat sebagai
suatu sistem, unsur-unsur sosial desa, terjadinya perubahan

sosial. (b) penelitian yang terdahulu yang relevan.

3 Ngadijono AJ, Kelembagaan dan Masyarakat, jakarta: PT Bina Aksara, 1984, hal. 15



BAB III:

BABIV:

BABV :

Metode Penelitian,

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, subyek
penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik pemeriksaan data.

Penyajian data dan analisis data.

Bab ini berisi tentang penyajian data, setting penelitian, analisis
data dan pembahasan.

Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



